Menimbang : a.

Mengingat

BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3O TAHUN 2017

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN PENERIMAAN
SETORAN PAJAK DAERAH DARI WAJIB PAJAK
MELALUI PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Pasal 57 bahwa Bendahara
penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke
rekening kas umum daerah selambat-lambatanya dalam
1 (satu) hari kerja, beserta penjelasan Pasal 57 yang
antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang
kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi
dan fransportasi dapat melebihi batas wakfu yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

bahwa pembayaran pajak dilakukan di kas umum daerah
atau melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah yang
ditunjuk oleh Bupati dan hasil penerimaan pajak yang
diterima harus disetorkan ke kas umum daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan / atau dalam jangka
waktu paling lama 6 hari kerja bagi tempat yang
pembayaran relatif jauh jaraknya ke tempat pembayaran
yang ditunjuk;

bahwa untuk penentuan jangka waktu penyetoran
penerimaan setoran pajak daerah dari wajib pajak
melalui petugas pemungut pajak daerah yang melebihi
1x24 jam harus diatur lebih lanjut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darutrat Nomor 3 Tahufi 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembertukan Peraturan Perundang-unidangan (Lembaraf
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Letiibaran Negafa Republik Ifidotiesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Nomor 5 Tahun 2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Nomor 6 Tahun 2010);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7

Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawh Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BATAS

WAKTU PENYETORAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK
DAERAH DARI WAJIB PAJAK MELALUI PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah s_ebagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Mempawah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat
BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mempawah.

Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.

Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unit
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong
pajak.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)
(2)

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap
Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Petugas pemungut pajak daerah adalah pegawai BPPRD yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati melakukan pemungutan pajak
daerah pada wajib pajak.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan pajak daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

BAB II
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya.



(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa Pajak

Pasal 3

(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri Pajak yang terutang dengan

menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas

(1)

Pemungut Pajak Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang
ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

BAB 11
JANGKA WAKTU PENYETORAN

Pasal 4

Hasil penerimaan pajak yang diterima di tempat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) melalui petugas pemungut pajak
daerah harus disetorkan ke rekening kas umum daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam dan atau dalam jangka waktu paling lama 6 hari
kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke Bendahara
Penerimaan BPPRD atau Bank yang telah ditetapkan.

Pembagian jangka waktu penyetoran petugas pemungut menurut

wilayah diatur sebagai berikut:

a. wilayah Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur dan
Anjongan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah menerima
pembayaran setoran wajib pajak;

b. wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh, Siantan dan Segedong selambat-
lambatnya 2 x 24 jam setelah menerima pembayaran setoran wajib
pajak;

c. wilayah Kecamatan Sungai Kunyit selambat-lambatnya 3 x 24 jam
setelah menerima pembayaran setoran wajib pajak;

d. wilayah Kecamatan Toho dan Sadaniang selambat-lambatnya 6 x 24
jam setelah menerima pembayaran setoran wajib pajak.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditambah
apabila waktu penyetoran tidak pada hari kerja atau jatuh pada hari
libur resmi, maka disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB 111
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5
Petugas pemungut menyetorkan uang pajak daerah dari wajib pajak ke

rekening kas umum daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor
(STS) dengan melampirkan slip setoran bank.



(2) Petugas pemungut menyetorkan uang pajak daerah dari wajib pajak
melalui bendahara penerimaan BPPRD dengan menggunakan Tanda
Bukti Pembayaran (TBP) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi
sebagai berikut:

a. TBP lembar ke-1 untuk arsip UPTB di Kecamatan atau petugas
pemungut;

b. TBP lembar ke-2 untuk bendahara penerimaan;

c. TBP lembar ke-3 untuk Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan

BPPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah. '

Ditetapkan| di Mempawah
99,'&"3%"{'} pada tangghl 9-¢~ 2017

-----------

Diundangkak di
pada tanggal

SEKRETARIS DAEJAH KAZUPATEN MEMPAWAH
BUPATI MEMPAWAH,

MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN .Z047..... NOMOR .....20......

RIA NORSAN



